PROVINSI BALI R

PERATURAN BUPATI BULELENG

W BUPATI BULELENG
|
} NOMOR 17 TAHUN 2017

|

| TENTANG

| PENDAYAGUNAAN WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
| PEMERINTAH DAERAH

| DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

A

BUPATI BULELENG,

|
|
Memrr;lbang 1 a. bahwa dalam rangka menunjang  pengembangan
‘ kepemerintahan yang berbasis elektronik atay e-
‘ Government, maka diperlukam optimalisasi pemanfaatan
! website dan media sosial sebagai. media resmi pemerintah |
i yang berfungsi untuk menyampaikan belrbagai informasi
pemerintahan kepada masyarakat: | ;
bahwa telah digunakannya penggunaan nama domain

1 elengkab.go.id dan domain desa. 1d
Ddhwa dengan adanya perubahan ‘tata cara penamaan
ddmam resmi desa maka Peraturan Bupatl BulelenO

Ndmm 61 Tahun 2015 tentang Pendayagunaan Website dn
Pemermtah Daerah  dipandang

pemnjauan kembali;

perlu  di Iakukan

§

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dlmaksudg* L

i
dalam huruf a, hurul B, dan huruf ¢, perlu menetapkan:

Peraturan Bupati tentang Pendayagunaan Website ddl%
|

: ‘ Medla Sosial Pemerintah Daerah;

Mengillmgét 1 s Undang-Undang Nomor 69 Tahun- 1958

Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat 11 Dalam Wil

ayvah
Daerah-Daerah Tingkat I Bali

1, Nusa Tenggara Barat dan

tentang---



Nusa Teénggara Timur (Lembaran Negara Republlk
Indonema Tahun 1958 Nomor 122, Tdmbahan Lembduxn

Negara Republik Indonesia Nomor 1655) W

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik

Indonema Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republl k Indoneaa Nomor 4843) :

Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Lembaran Negara Republik |
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambah

Keterbukaan Informasi Publik (

an Lembaran
Negara Republik [ndonesia Nomor 4846) ;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang .

Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembar

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234, ' .
Undang—Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran -

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana °
telah diubah beberapa kali terakhir de

ngan Undang- |
Und

ang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedug ‘

Atas Undang- Undang Nomors 23 Tahun 2014

Lcman% 3
Pemermtahan Daerah (Lembaran

Negara Republik
Indonema Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembay
Negara Republik Indonesia Nomor S5679);

Peraturan Menteri Pendayagunaan . Aparatur Negara cia

|
Reforma;si Birokrasi Nomor 83 'I‘ahun 2012 Tentang

Pedoman Pemanfaatan Spma Media di
| g
Pemerintah; *

¢
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 36!
Tahun 2014 Tentang  Tata

Instansi

Cara Pendaltaran
Penyelenggara Sistem Elektronik;

Peraturan Menteri Komunikasi dan

Tahun 2015 Tentang

Informatika Nomoy 5

Registrar  Domain Instansi
Penyg¢lenggara Negara;

e

ran



Menetapkan

10.

11.

Peraturan Menteri Dalam Neoerl Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

]
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2003

Pedoman Umum Perkantoran Elektronis Lingkup Intranet

di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor .

S7 Tahun 2003 tentang Panduan Penyusunan Rencana

Induk Pengembangan e-Government Lembaga;

MEMUTUSI.{AN

i PERATURAN BUPATI TENTANG PENDAYAGUNAAN WEBSITE

DAN MED[A SOSIAL PEMERINTAH DAERAH

BAB | i
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Buleleng.

Pefnerin tah  Daerah adalah

Buleleng,

- Bupati adalah Bupati Buleleng,

Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat

OPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam

penyelenggaraan Pemerintah Daerdh

| -
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD,

Daerah dan Lembaga Teknis Daer

Kelurahan.

| , R

Dimas Komunikasi, Informatlka dan Persandlan adalah

dmcm Komumkam Informamka dan Pcrsancﬁan Kabupate ||'

Bule]eng,

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya dmnﬂkf&t

BUMD adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng.

tentang -

yang terdiri dari |
Dinas/Badan '

ah, Kecamatan can

Pemerintah Kabupaten . .



b P Ny

b

7. Desa pdalah  Desa  yang  berkedudukan  di wilayaly

Kabupaten Buleleng.

Website adalah situs/daerah lokasi jelajah. dalam ia"wterr‘lél

milik Pemerintal Dacrah.,

9. Media sosial adalah  schuah media online,  dengan  para

penggunanya bisan dengan mudah berpartisipasi, berbagl,
dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, \\:;il:;i,
[orum dan dunia virtual.

10.Domain acdalah nama unik yang memastikan alamal .u;m‘.l;j
web di internet. :

11, Subdomain adalah domain vang merupakan bagian oo
domain yang lebih besar, sebagai komponen yang lebiby
rendah tingkatannya dar domain di atasny.

12, Aspek interoperabilitas adalah kemampuan: sistem m:mjl: |

berinteraksi dor berfurgs dengan sistem ain,

BAR (I
MAKSUD DAN TUJUAN J‘
Pasal 2

Maksud dari pendayagunaan websie dan medin  sosial,

Pemerintah adalah untuk mengatur penyclenggaraan roehsie

dan media sosial  schingea  dapat  berdavaguna | dit,
SO | % ten] i
berhasilguna untulk mencdukung venvelenvearann !
o o Z batonb
pemerintahan  dan  meningkatkan  pelayanan  Repadio
masyhkarat.

Pasal 3 |

Tujuan pendayagunaan website dan media sosial Pomermal
T _
adalah untuk lerciptanya penyclenggaraan website dan riedia
sosial yang mampu memberikan dan men_\'édiaknn clavter s

informasi bhagi kcpcnt.ingaﬁPun'url'ir'lt.e;m'h Dalerah  dan upu_\';i-
peningkatan pelayanan informasi lkepecla 1'11&1&%_\';;1\1'1]{;1{ el

jaringan internet,



(2)

(2)

BAB III . . |
WEBSITE PEMERINTAH DAERAH ':
Pasal 4 |
Website Pemerintah Daerah adalah situs resmi Pemerintal—é

Daerah di internet dalam rangka menyampaikan informasi

penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan

kemasyarakatan kepada masyarakat;

Website Pemerintah Daerah terdiri dari website utama,

subdomain website OPD, subdomain website BUMD, dun.
website desa.

Pasal 5

Website Utama adalah website resmi Pemerintah Daerah
yang memuat informasi umum mengenai penyelenggaraan

pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah -
Kabupaten Buleleng;

Website utama menggunakan domain Pemerintah Daerah
yaitu bulelengkab.go.id

i
Pasal 6 : :
Subdomain website OPD adalah website resmi OPD di.
| i

Pe|merintah Daerah yang memuat informasi-informasi.

kh;.USLlS mengenai penyelenggaraan pemerintahr

‘" 1 '
pembangunan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan
|

oleh OPD bersangkutan sesuaj bidang tugas da-“‘ﬁ-'
kewenangannya:

E%ngalamatan subdomain website OPD menggunakan.

omain Pemerintah Daerah dengan format sebagai berikut:
(nama OPD).bulelengkab.go.id

(contoh : dishub. bulelengkab.go.id)

Pasal 7
Subdomain website BUMD adalah website resmi BUMD di...

Pemerintah Daerah yang memuat informasi-informasi

khusus mengenai informasi dan kegiatan  yang.



khusus — mengenai  informasi  dan kegialan  vang

dilaksanakan oleh BUMD bersanglkutan  sesuai bidung

tugas dan kewenangannya:

(2) Pengalamatan subdomain website BUMD menggunakan
domain Pemerintah Daerah dengan format sehagai berilaan
» (nama BUMD).bulelengkabh.go.id

(contoh : pdam.bulelengkab.go.id)

Pasal 8

(1) Website desa adulah websile resmi sebuah dessy [SRTETTA

memutal ilormasi-informes| kKhusus (CNYe T
penyclenggaraan pemerintads, pembangunan (hitn
kemasyarakatan yany dilaksanalkan oleh clesa

bersangkutan sesuai tugas dan kewenangannyi:
Pengalamatan websilte des: menggunakan domain dosa il
dengan format sbb @ (nama desa)-buleleng. desia.id

(contoh : bakliseraga-buleleng.desa.icl)

BARB IV
MIEDIA SOSIAL PEMERINTAI DAERAH
Pasal ©

(1) Media  sosial  adalah  modia online, ehorvgrm | o
“
penggunanya bisa dengan modadls v parrisipmosi, el

dan menciptakan isi meliputi blow, lejaring  sosial, i
forum, dan dunia virtua)., *

(2) chngalanml.un media sosial resmi milik Pemerinual Fi)s_mw-daﬁ
diatur dengan format shlh : H
?. Facebook : \?\f\-\f\-’\-’.l"cl(l(")b()t}lx'.ct)l"ﬂ/(l'li:lﬂ'lE:lOPD}.|')Lll(?|(.‘,'ll.f_.{l-:-.‘ i
b Twitter @ www. Lwitter.com/ (namuaOP D). bulelengkab
¢. Inslagram: www.instagra m.com/(mamaOPD) bhulelenuia
d. Youtube : \'\’\\'\\‘.)'(JLHLl|)Lﬁ‘.C'UI‘|'|/[ﬂ':‘-lll'liloPVD).I)Lli(:l('l‘l:.ﬁk:lb

(3) Pengalamatan modia sosinl resmi milik desa diatur

et
format sbb :

e. Facebool ; www. [acebook.com/(na macdesa). bhulelengloats
[. Twitter

*
PwwwLtwitter.com/ (namadesa). bulele ng ki

g Instagram: www.instagram.com/(na madesa). bulelenzkaly

h. Youtube : www.youtube.com/ (namadesa). iulelenalah

)
et



(1) Untuk kepentingan perubahan

ey

BARB V
KONTEN
Pasal 10
1) Konten dari website dan media sosial Pemerintah Dacrah

schagaimana dimaksud dalag Pasal 4

sampai dengan'
! '
Pasal 9 pada prinsipnya haruslah imemuatl  ialorinasi-

informasi  yang  berkaitan  dengan  penvelenygaraan

pemerintdhan yang scesuai dengan peraturan perurndang-

undangan,

(2) Konten website cdan media sosinl sebagaimana dimalksuc!
pada ayat (1) haruslah memiliki kualitas informasi v

+

: X % i
baik yang bersilat aktual dan akural,

Pasal 11
Website dan media sosial Pomoevintah Daerah sehagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 sarmpui® dengan Pasal 9 tdak Dolel
berisikan konten-konten yang bersifat melawan hukum
tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Al
BAEB VI
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
Bagian Kessiu
’»f‘
Pembangunan
Pasal 12

¥

» | ;
(1) Setiap pembangunan websile

&=

harus  menggunakan
pedoman  standardisasi  pembangunan  websile yilny
bdrlaku di Pemerintah Pacrah.
.

(2) Pembangunan websile axpolk

harus  memperhatikan
interoperabilitas untuk mendukung keberhasilan websino,
utama.

Bagian Koedua

Pengembangan

Pasal 13

can. penambahan, diua.
serta inlormasi atau perubahan fitur-fitur dari website

yang lerbangun dan  sudah  lerstandardisas, it



(Y

(3) Pengendalian konten  untuk

dilakukan pengembangan dengan pemberitahuan secara:
tertulis  kepada  Dinas  Komunikasi, Informatika  dan
Persandian Kabupaten Bulcleng,

Pemberilahuan rencana perubahan dan penambahan die,

schagaimana dimaksud pada avac (1), disampailean kepodi

¥ . " s . . - ; A W
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten

Buleleng,.

BAB VII
%7°E‘l\'(‘1EI\IDAI,l/\!\!

Pasal 14
Pengendalian  terhadap  penyelenggaraan  websue  dap

mecdia sosial di Pemerintah Dacrah

Pengendalian  sebagaimana

dimaksud  pada aval i |
meliputi
a. Pengendalian tekns i
b. Pengendalian konten.

Pasal 13 b,

Pengendalian teknis scebhagaimana’ dimaksud dalam p;‘l:j«wtlﬁ
14 ayat'(2) huruf a adalah pengendalian werhadap aspek

teknis website, agar penyelenggaraan website dan modig

Pengendalian teknis dilalcukan secava bersama oleh Din

sosial dapat berjalan dengan lancar,

s
Persandian Kalapoten

Buleleng dan OPD, BUMD, atau desa yang ikut menyegifi:
g yang v

lomunikasi, Informatilka  dans

informasinya puada website maupun media sosial.

Gasal 16

!
Pengendalian konten sehagaimana dimaksud dalam il

14 ayal (2) hurul b adalah pengendalian erhacdag asoek

konten website untuk rmemastikan konten-konten ving

disajikan  bersifat  akwal  dan . akural  oseru Lol

menyimpang  dari leetentuan o peraturan ‘:)c-rwwr.lm'l:;;_ i

undangan,
Pengendalian konten untuk website dan media sosial OP-

dilakukan oleh masing-musing pengelola website Q1L

website dan media  sdsind
BUMD dilakukan oleh masing-masing pengelol welidie



BUMD.,

Pengendalian konten untuk website dan media sosial dosu
dilakukan oleh masing-masing pengelola website desa,

Pengendalian konten untuk website utama  dilalulkan

secara hersama oleh Dinas Komunikasi, Informatilka dan

Persancdian Kabupaten Buleleng dan OPD, BUMD, i

desa yang ikut menyajikan informasinva di websie utami,
yeng ye) . ;
-
BAB VIII
PENGELOLA WEBSITIE DAN MEDIA SOSIAL

Pagul 17
Set!ap website yvang telah terbangun harus dikelela oleh
petugas teknis yang ditunjuk oleh kepala QPD, direkior
BUM D, perbekel, atau unit kerja yang bersanglutan.
Kepala OPD, BUMD, desa, atay unit kerja di PPemerintal
Dacrah wajib mendaltarkan nama  operator  pengelole
website  dan  media  sosial  vang  berltanggung  pawab
terhadap penyelenggaraan informasi i website dan medi

| . . ¥ \:l o v § N ) .

sosial resminya kepada Dinas Komunikasi, Informeatilg
cdan Persandian Kabupaten Buleleng.

Tugas pengelola website dan media.sosial melipud ety

data, administrator istem can konten,
.
BAR 1
PELAPORAN
Pasal 18
Setiap OPD, BUMD, dan desa  wajib  mrenyampaikan
laporan  hasil  pelaksanaan  pengelola website vy
disampaikan kepada Bupati melalur Dinas Komunilasi,
Informatika dan Persandian Nabupaten Buleleng

Laporan sebagaimana dimalksud pada ayat (1) poling

I
sedikit berist tentang volume pengisian konten, alelithies
tim pengelola dan kegiatan hunting date.

Rekapitulasi  laporan  hasil  pelaksanaan  pengelolaan

website OPD disampailkan olch Kepala Dinas Komunilasi,
Informatika dan Persandian™@abupaten Buleleng kepuacda
Bupali.



BAB X
v . PEMBIAYAAN
Pasal 19
Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan
pendayelgunaan website dan media sosial di Lingkungan

ﬁpemerintah Daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng

BAB XI
PENUTUP
Pasal QO
Pada saat Peraturan Bupati ini rr}glai berlaku, maka Peraturan
Bupati éuleleng Nomor 61 Tahun*QOlS tentang Pendayagunaan H

Website Di Pemerintah Daerah dicabut dan dinyatakan tidak
berlakui

i

Pasal 21

| § g ; ' , v
Heraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiaﬁ) orang mengetahuinya, memerintahkan *
]aengunleangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
] ,

tlalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.'

Ditetapkan di Singaraja,

I PUSPAKA ‘
BRAH [{ABUPATEN BULELENG TAHUN 2017 NOMOR



